
BUPATI KOTABARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI KOTABARU 
NOMOR 12 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTABARU, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
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Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan dangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5888)sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 
tentang Partisipasi Masyarakat dalam 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6133); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembanguran Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Mcnengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Rerita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019  tentang Klasifikasi,  Kodefikasi,  dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 496); 



18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan 
Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 
Nomor 3); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 
Tahun 2005 Nomor 14); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 
Tahun 2010 Nomor 05); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 
2016 Nomor 17); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah 
diubah  terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotabaru  Nomor 21 tahun 2016 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 
Tahun 2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam 
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Tahun 2019 Nomor 3); 



25. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012 
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan 
Evaluasi  Percncanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten 
Kotabaru Tahun 2012 Nomor 40); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Dacrah adalah Kabupaten Kotabaru. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara  Pemerintahan  Daerah yang 
memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut &pati 
adalah Bupati Kotabaru. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala 
Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang 
selanjutnya disebut Rencana Keda Pemerintah 
Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan dacrah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

6. Rencana Kerja Pcrangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 
(satu) tahun. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
perda. 

x. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat 
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan 
bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta 
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 
tahun. 



9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas 
dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap 
program sebagai acuan dalam penyusunan rencana 
kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 

BAB II 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

(1) Bupati menetapkan RKPD Tahun 2022. 
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan penjabaran dari RPJMD. 
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan 
daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang 
dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2022. 

Pasal 3 

(1) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal  2 disusun berdasarkan nomenklatur 
Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan 
perundang- u ndan gar.. 

(2) RKPD Tahun 2022 scbagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disusun dengan sistematika penyusunan sebagai 
beri kut : 

BAB I PENDAHU LUAN 

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
BAB III KERANCKA EKONOMI DAN KEUANGAN 

DAERAH 
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS 

PEMBANGUNAN DAERAH 
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

DAERAH 
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

BAB VII  PENUTUP 

(3) Uraian secara rind RKPD Tahun 2022 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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Ditetapkazi di Kotabaru 
pada tanggal  7  Juli 2021 

97UPATI KOTABAR 

 

Pasal 4 

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 dijadikan sebagai : 

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan 
akhir Renja Perangkat Daerah; dan 

b. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta 
Rancangan PPAS. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan t3upati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

_.Kotabaru. 

Diundangkan di Kotabaru 
pada tanggal 7 Juli 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU, 

\ 

SAID  AX  AAD 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021 NOMOR 12 
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